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Uji Formil UU TNI Ditolak Hakim MK,
Ada Yang Kecewa, Ada Yang Dukung

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permo-
honan uji formil terkait Undang Undang Nomor 3 Tahun 2025
tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Perkara ini digugat kalangan masyarakat sipil dan individu.
Yakni Yayasan Lembngn Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
sebagai ( 11), Kontras (
nayah WD Rahman (Pemohon IV), Eva Nurcahyani
(Pemohon V), dan Fatiah Maulidiyanty (Pemohon VI).

Para pemohon menilai pembentukan UU TNI cacat prosedur,

dalam tahap dan yang
ak transparan. Namun, MK k.

permohonan Pemohon V dan VI tidak dapat diterima, semen-
tara permohonan Pemohon I hingga IV ditolak seluruhnya.
Hakim Konstitusi, Daniel Yusmic P. Foekh saat membacakan
hukum jika
UU TNI sah secara prosedural karena telah berulang kali masuk
Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah
maupun prioritas.

kebutuh.

Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Revisi
UU TNI) yang menolak seluruh permohonan yang dimintakan
oleh YLEHI, Imparsial, KontraS, dan Inayah Wahid serta
menganggap Pegiat HAM Fatiah Maulidianty dan Eva Nurcahyani
selaku mahasiswa tidak memi kedudukan hukum.

Bahkan, Peneliti Riyadh
putusan MK berbahaya bagi demokrasi. Karenanya, ia akan

“Selain telah beberapa kali terdaftar
akan pembaruan Undang Undang 34/2004 juga Iahlr dari

gugatan kembali ke MK.
Sementara, Wakil Ketua Komisi | DPR Dave Laksono

Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021 yang

perubahan UU TNI yang digelar oleh Komisi | DPR sudah sesuai
dengan aturan dan tidak melanggar hak konstitusional.
Karena itu, hakim MK melalui Putusan MK Nomor 81/PUU-
XXI11/2025 yang dibacakan dalam sidang pleno pengucapan
putusan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (17/9/2025) menyatakan

DAVE LAKSONO
Wakil Ketua Komisi | DPR RI

MK Sudah Jalankan
Fungsi Konstitusi

Kemarin, MK membatalkan Uji
formil UU TNI. Bagaimana tang-
gapannya?

hati dan sesuai prosedur
Saya yakin MK telah menelaah

seluruh aspek formil secara mer

Demokrasi justru berjalan
ketika lembaga-lembaga
negara menjalankan
fungsinya sesuai konstitusi.

sipil sangat penting scbagai bahan
cvaluasi untuk memperkuat partisi-
pasi publik ke depan.

dang-undang melaksanakan perubahan,”
Daniel saat membacakan pertimbangan.

Koalisi Sipil untuk i Sektor
kecewa dengan putusan MahkamahKonstitusi Perkara Nomor

ujar

uji materil UU TNI oleh MK semakin
jika proses kan UU TNI sesuai dengan
aturan yang berlaku. “Putusan MK sudah tepat,” tegas Dave.
Apa yang akan dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil pasca
gugatannya ditolak MK dan bagaimana DPR menyikapi

81/PUU-XXIII/2025terhadap Perkara Uji Formil Undang-Und:
Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang

P gugatan tersebut. Berikut wawancara Dave
Laksono dan Riyadh Putuhena terkait putusan MK.

RIYADH PUTUHENA
Peneliti Imparsial

Hakim MK membatalkan uji for-
mil UU TN yang telah digugat oleh
koalisi masyarakat s

Kami menilai Undang Undang
tersebut tidak sejalan dengan
cita cita reformasi TNI, turut

memperkuat militerisme.

Putusan MK Bahayakan
Masa Depan Demokrasi

lenggarakan secara tertutup (tidak Terkait empat hakim yang ber-
disiarkan secara terbuka melalui  beda pandangan. Bagaimana pe-
kanal resmi DPR), bahkan saksi ilaian Anda?

Andrie Yunus

Terkail putusan MK yang menolak
wji mmul terhadap Undang Undang
TNL

Turuh. Jika MK menyatakan tidak
ada p(lungguran ka kita perlu

Kewenangan dan independensi MK
scbagai lembaga konstitusional yang

1 hukum yang harus kita jun
jung tinggi dalam negara demokrasi

Menurut Anda. Apakah putusan
MK ini sudah tepat?

Putusan MK yang menolak uji
formil terhadap UU TNI menunjuk-
Kan bahwa proses pembentukan
ai telah sesuai

rlaku. Ini men-
.“1‘ pengingal bahwa setiap tahapan
Tegisiast harus dijalankan steara hati.

1
lorscbut sebagal bagin
hukum yang berlaku

crima putusan
dari sistem

Koalisi Masyarakat
keukeuh jika proses pembahasan
UU TNI tidak terbuka dan ter
tutup?

Terkait tudingan bahwa proses

secara inklusif dzn transparan.
Namun, kami memahami bahwa

k bisa berbeda. Oleh

karena itu, masukan dari masyarakat

Ada tudingan dari Koalisi Ma-

syarakat Sipil sa

yang membataikan uji

berbahaya bagi masa depan de-

mokrasi. Apa pendapat Anda?
Menanggapi tudingan hahwa pu

sepertt ftu. Demokrast justru ber l_'dl-lll
ketika lembaga-lembaga negara men-
Jjalankan fungsinya sesuai konstitusi.
MK telah menjalankan tugasnya
dan DPR pun terbuka terhadap kri’
tik serta masukan. Yang terpenting

mencgasikan. = NNV

respons dan pv:ndapalAnd a7

Kami memandang putusan tersebut
berbalaya bagi masa depan demokra-
si khususnya dalam konicks pemben-
wkan undang-undang, karena Putusan
but akan menjadi preseden di
i oleh Mahkamah

Kenapa Anda menyebutkan
putusan MK ini membahayakan
demokrasi?

Bayangkan, MK menggunalan
pertimbangan-pertimbangan di
akal sehat seperti saal mmellh
rapat di Hotel Fairmont sebagai rapat
yang terbuka semaa Karena pimpinan
an “rapat terbuka un-

jelas rapat itu dise-

ng mendatangi
ah dilaporkan ke

rapat tersebut m:
kepolisian.

Anda menilai putusan MK No
81 itu lebih kuat muatan politiknya
daripada hulam?

MK melalui putusan 81 telah me-
ngantarkan Indonesia sccara r
menempatkan politik sebagai pang-
lima. Hal in erbukul dengan pertin-
bangan MK sendiri yang mengakui
bahwa pembahasan DIM adalah
syarat mutlak suatu UU bisa dikate-

csinambungan

tersebut
proses pulmk

Kami memandang, terlepas ter-

dapat dissenting opiiion oleh empat
hakim konstitusi yang sangat kami
hargai, MK turut scrta terlibat dalam

busuknya proses pembentukan UU
di Indonesia

Lalu, apa yang akan dilakukan
ke depannya?

Saal ini kamu sedang dalam proses
NG et ol e
pasal dalam U 0. 2025. Dalam
Waktu dekat akon Kami ajukan uji
materil ke Mahkamah Konstitusi

Kami menilai UU tersebut tidak
scjalan dengan cita cita reformasi
TNI. turut memperkuat militerisme.
dan memperburuk hubungan sipil-
militer. m NNM
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